
a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat dalam 
bidang pendidikan, perlu upaya pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan masyarakat dengan 
memperluas jangkauan layanan pendidikan dasar dan 
peningkatan kualitas layanan oleh satuan pendidikan; 

b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi geografis 
wilayah Kecamatan Rembang, maka perlu mendekatkan 
layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 
dengan peserta didik dengan membentuk Sekolah 
Menengah Pertama Negeri Rembang Kabupaten 
Purbalingga; 

c. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 ten tang Pedoman 
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah untuk penamaan 
satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 
Rembang Kabupaten Purbalingga. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebag!7 !{ 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 REMBANG KABUPATEN 
PURBALINGGA 

MEMUTUSKAN: 

telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5976); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 5670); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 5105) sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 
Tahun 2016 ten tang Pernbentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 30); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 ten tang Pedoman 
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); 

Menetapkan 



(1) Pembentukan SMP Negeri 6 Rembang dimaksudkan untuk memenuhi hak 
dasar rakyat dalam bidang pendidikan, sehingga perlu upaya pemerataan 
kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas 
jangkauan layanan pendidikan dasar dan peningkatan kualitas layanan 
oleh satuan pendidikan. 

(2) Pembentukan SMP Negeri 6 Rembang bertujuan membangun landasan 
bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: 
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, dan berkepribadian luhur; 
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 
d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. I I ! 

1 

Pasal 3 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMP Negeri 6 Rembang. 

(2) SMP Negeri 6 Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 
Desa Tanalum Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. 

2. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari 
SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar 
yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

3. Kepala Sekolah adalah Kepala SMP Negeri 6 Rembang. 

4. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala SMP Negeri 6 Rembang. 

5. Pendidik adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas kegiatan 
pembelajaran di SMP Negeri 6 Rembang. 

6. Tenaga Kependidikan adalah merupakan tenaga yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang 
proses pendidikan pada SMP Negeri 6 Rembang. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang meng/ai J 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. i e, if 

Pasal 8 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pendidikan pada SMP Negeri 6 Rembang berfungsi untuk: 
a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, 

akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya; 
b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan 

dan cinta tanah air yang telah dikenalinya; 
c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; 
d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi 

serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; 
e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk 

kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan 
f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang pendidikan menengah dan/ atau untuk hid up mandiri di 
masyarakat. 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5, 
SMP Negeri 6 Rembang mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku; 
b. melaksanakan bimbingan dan konseling bagi para peserta didik; 
c. melaksanakan dan membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat; 
d. melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga. 

Pasal 6 

SMP Negeri 6 Rembang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 
menyelenggarakan pendidikan padajenjang pendidikan dasar program 3 (tiga) 
tahun sebagai kelanjutan dari SD atau yang sederajat. 

Pasal 5 

{1) SMP Negeri 6 Rembang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
adalah satuan pendidikan yang berkedudukan dibawah Dinas. 

(2) SMP Negeri 6 Rembang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(4) Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga 
Kependidikan pada SMP Negeri 6 Rembang ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 4 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUG AS DAN FUNG SI 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 5 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 12 i. i 2"' 2" 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

NJ.NG PRATIWI ! 
-- 

Ditetapkan di Purbalingga 
~ pada tanggal 11 1 i ~ -;::/ 

f!.._ BUPATI PURBALINGGA, t 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 


